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BAB I

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara maritim dan atau negara kepulauan terbesar di dunia lebih kurang 17.506 pulau, sudah sejak lama kepulauan Indonesia dijadikan perlintasan transportasi dunia dan ramai dilalui sarana atau moda transportasi yang menghubungkan antar benua di samping itu sebagai penghubung kota dan pulau, juga memiliki berbagai ragam kekayaan yang menjadi tumpuan harapan masa depan kesejahteraan rakyat.
 Terganggunya atau terancamnya keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi Indonesia beserta lingkungannya menyebabkan kehilangan kesempatan dalam meraih devisa khususnya dari aktivitas transportasi tersebut karena dari aspek pertahanan, keselamatan dan keamanan transportasi sangat mempengaruhi usaha pembangunan negara dan bangsa ini.

Mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka integritas perairan Indonesia sebagai bagian integral dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi.
 Secara konkrit, untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka perlu ada pelaksanaan penegakan hukum di laut, antara lain penegakan hukum di perairan Indonesia.

Saat ini seluruh negara tidak terlepas dari berbagai aturan konvensi internasional, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memfasilitasi pendirian organisasi internasional yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi. Salah satu bentuk peraturan negara yang mengatur masalah pelayaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan penyempurnaan dari UU No. 21 tahun 1992 yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Sebagai negara anggota IMO (International Maritime Organization) sebuah organisasi dunia yang mengurusi masalah dunia pelayaran, Indonesia wajib melaksanakan seluruh aturan yang ada didalam konvensi. Sebagai catatan Indonesia telah meratifikasi sedikitnya 15 konvensi IMO. 

Terdapat 3 pilar utama dari konvensi IMO yang sangat berperan didalam aspek kemaritiman yaitu SOLAS (Safety of life at Sea), mengatur aspek keselamatan kapal, MARPOL (Marine Pollution) mengatur masalah pencemaran lingkungan dari kapal, dan STCW (Standard Training Certification for Watch keeping) mengatur kompetensi dan syarat minimum pengawakan kapal.

Di Indonesia, dari ke tiga pilar utama itulah yang kemudian diimplementasikan ke dalam undang-undang tentang pelayaran beserta aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri. Agar dalam pelaksanaannya lebih tegas maka dimasukkan sanksi yang berupa denda hingga ratusan juta rupiah dan/atau kurungan penjara pidana kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. 

Salah satu urgensi pembentukan undang tentang pelayaran adalah karena perkembangan strategi nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai IPTEK, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara Negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan  pelayaran demi kepentingan nasional.

Pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim. Secara yuridis, sebelum di undangkanya Undang-Undang Pelayaran No. 21 tahun 1992 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana dibidang pelayaran diatur secara eksklusif di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni  dalam Buku Kedua, Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran, Pasal 438 sampai dengan Pasal 479. Dimana pengaturan tindak pidana di Bidang Pelayaran didalam KUHP terkualifikasi kedalam 8 macam, beberapa diantaranya adalah Pembajakan, Keterangan palsu isi surat ijin berlayar, Pelanggaran Perjanjian, Penyerangan nahkoda.

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pengaturan mengenai tindak pidana di bidang pelayaran  terdapat dalam Pasal 284 sampai dengan Pasal 336, dimana  cakupan pengaturanya lebih banyak ditekankan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perniagaan, perizinan, dan pengangkutan.  Meskipun demikian, tindak pidana di bidang pelayaran menurut undang-undang pelayaran tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 333 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa “Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja  maupun hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Dimana penyidikan, penuntutan, pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan terhadap korporasi  maupun pengurusnya. Selain itu penjatuhan pidana denda juga dapat diperberat sampai 3 kali penjatuhan denda yang diatur dalam undang-undang pelayaran. Meskipun terdapat perluasan subjek dalam undang-undang pelayaran, akan tetapi undang-undang pelayaran tindak mengatur mengenai tindak pidana pembajakan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.

Tindak pidana pelayaran dilakukan karena kapal tidak memiliki surat dan dokumen pelayaran, serta diduga tanpa izin dari instansi terkait saat masuk perairan. Biasanya kapal tersebut berlayar dengan  tidak dilengkapi dokumen surat persetujuan berlayar dari syahbandar. Nakhoda kapal yang tidak dapat memperlihatkan surat dan dokumen pelayaran maka akan ditangkap. Menurut Pasal 219 ayat 1 jo. Pasal 323 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Isinya, nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diteliti persoalan pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat izin berlayar dengan judul ” Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Izin Berlayar Tanpa Dokumen Resmi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaturan hukum pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar ?
Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar
Bagaimana pertanggungjawaban pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar ?.
Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaturan hukum pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar.
Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar.
Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar.
Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar dan menambah bahan-bahan kepustakaan.

Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar.
Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak tentang pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar..

Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar.
� Suhaidi, Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2014, hlm. 2.  
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